PENTINGNYA HUKUM DISIPLIN MILITER

Pendahulua

adalah seseora
dipersiapkan untul
atau peperangany
pertahanan dan keamar
hampir sama dikemukak
Sjarif, bahwa militer adalah,
dilatih dan dipersiapkan U
Karena itu bagi mereka diadakz
norma atau kaidah-kaidah yang

Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tatamm

kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang
pelaksanaannya diawasi dengan ketat.? Dengan
demikian pengertian militer menurut konteks
Prajurit TNI pada hakikatnya adalah orang yang
dididik, dilatih dan dibina secara khusus dengan
disiplin yang ketat untuk melakukan pertempuran
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nya disiplin
bahnya sebagai
#$ang dapat bertindak
@Fhadap masyarakat atau
atPeralatan dan senjata yang dimiliki
dlgunakan untuk melakukan pemberontakan
terhadap pemerintah/negara yang justru harus
dilindungi kewibawaan dan kedaulatannya.
Oleh sebab itu, pembinaan disiplin bagi Prajurit
TNI dilakukan sejak pendidikan pertama di
lembaga-lembaga pendidikan yang dilanjutkan
pembinaannya secara berkesinambungan
setelah ditempatkan di satuan-satuan hingga
batas akhir pengabdiannya sebagai Prajurit TNI
atau Purnawirawan TNI.

Hukum Disiplin Militer yang berlaku saat
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
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“Pe'h'tr'nqnya" Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari

B - Hukum Disiplin sebagaimana_

" Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)

o  Oleh: Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.

 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit
. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-

“Undang tersebut merupakan penyempurnaan

dari Undang-Undang Nomor 40 Ta
1947 yang mengubah ketentuan r

 Wetboek van Krijgstucht vg
Indie (Staatsblad 1934 Ner
mencermati perkembapi
Indonesia pascarefo
perubahan signifikg
Angkatan Bersenjat;
sehingga ketentu
undangan yang
perlu dilakuk
dengan peruba
Undang Nomor
Disiplin Prajurit
Indonesia.
Makalah i
nasional tentaf
Undang Hukum D
Pembinaan Militer'g

organisasi

memberikan gamb;
Disiplin Militer ditinjati
Prajurit TNI, yang b
saran dan masukan tentang. P
Undang-Undang Hukum Disig

hubungannya dengan pembinaa

erikan

Hakikat Disiplin bagi Prajurit TNI

Untuk memahami hakikat disiplin terlebih
dahulu dikemukakan beberapa pendapat
mengenai pengertian disiplin. Yang dimaksud
disiplin menurut Prof. Dr. Mar’at (dalam artikel
“Pemimpin dan Kepemimpinan”) adalah sikap
hidup perorangan/kelompok yang menjamin
kepatuhan terhadap perintah-perintah dan
berinisiatif untuk melakukan tindakan yang perlu
seandainya tidak ada perintah.? Pengertian lebih
spesifik dikemukakan oleh Sesko ABRI dalam
Naskah Sementara Istilah ABRI dengan istilah
disiplin militer/prajurit. Yang dimaksud dengan

donesia (ABRI)

nai FFuKU%
embinaan

disiplin militer/prajurit adalah ketaatan yang
membaja yang harus dimiliki oleh setiap anggota
militer/prajurit, karena dapat menumbuhkan
perilaku/kebiasaan akan kepatuhan terhadap
Komandan atau atasannya. Ketaatan yang
yuhkan rasa kebersamaan inisiatif dan
pimpinan atau Komandan
jutnya, Jenderal TNI
am bukunya, ABRI
5, merumuskan

Gis
istilah disiplin
secara spesifik yan

maksud dengan disi
, ialah disiplin more

pengertian

FNI merupakan
\l¢ang diikat dengan
gketat/keras, sehingga
yataf'dan pengamalannya timbul
ing tinggi kemudian terekspresikan

sebagai kebiasaan sehari-hari dalam bersikap,

3. Pusat Pembinaan Mental ABRI, Wawasan Kejuangan
Panglima Besar Jenderal Sudirman, cet. pertama,
(Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar
Sudirman, 1992), hal. 31.

4. |Ibid.

5. Ibid.

6. Peraturan Disiplin Prajurit TNI, Pasal 1 huruf c.
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Pentmgnya Hukum Drstphn Militer Ditinfau Dan Al

Aspek-Pembinaan Frajurit TNT (suatu Tanggapan) -
Oleh: Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. - F

berbuat dan bertindak. Kondisi tersebut bukanlah
untuk membentuk Prajurit TNI yang berdisiplin
mati atau berdisiplin robot (cadaver dicipline),
melainkan untuk membentuk Prajurit TNI
yang memiliki disiplin hidup, yaitu memiliki
kesadaran dan tanggung jawab terhadap
setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban y.
menjadi tanggung jawabnya. Denga :
terdapat 2 (dua) hal krusial dal
disiplin, yakni 1) ketaatan d
diutamakan tumbuh kare
setiap insan Prajurit T
dan tanggung jawab
harus dipaksakan
agar tumbuh ketag
insan Prajurit T

Untuk m
setiap insan
maka tata keh
yang kecil d
sesuatu kebi
pendek, ber
apel tepat wa
keterampilan
persenjataan y
dinas sehingga
waktu, melakuka
hal tertentu yang t

secara terus menerus da,}
sehingga apabila pada saatnia.(
melaksanakan tugas operasi mi
Prajurit TNI niscaya selalu siap baik dari.
kesehatan mental (kejiwaan) dan fisik

maupun kemampuan dan keterampilan teknis

sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Sebaliknya, Prajurit TNI sebagai manusia
biasa dalam mengekspresikan tingkah lakunya
senantiasa berinteraksi dengan masyarakat
pada umumnya sehingga tidak mungkin
menghindari pengaruh yang terdapat di tengah-
tengah masyarakat tersebut. Mengenai hal ini,
Satjipto Rahardjo, mempersepsikan bahwa
tingkah laku sosial dimulai dari perbuatan
manusia secara perorangan yang merupakan

ekspresi, baik dari organisme biologisnya,
maupun kepribadiannya. Tetapi pada waktu
seseorang melakukan perbuatan, orang tersebut
sesungguhnya tidak lagi berdiri sendiri melainkan
sudah memasuki suatu medan interaksi dengan
orang lain. Orang tersebut berhadapan dengan

atasan, karena harus memperhitungkan
in. Sistem interaksi yang
kan sekedar aksi dan
tara para pelakunya,
‘ang bermakna.’

Up berpengaruh dala
' Pﬁ&a konteks tertentu e

F"secara kumulatif
keterampi!an yang

kual:tas dan profesionalitas TNI sebagai alat
negara yang bertugas pokok menegakkan
kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah
negara, dan melindungi keselamatan segenap
bangsa dan tumpah darah Indonesia.

7. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan
Sosiologis, cet. |, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),
hal. 9-10.
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Pentingnya Hukum Disiplfh Militer Ditinjau Dari

| “lingkungan Peradilan Militer. (Pz
- (1) Peraturan Presiden Nomogs

- Aspek Pembinaan Prajurit TNI(Suatu Tanggapan)
. Oleh: Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.

Tu_gas Babinkum TNI

: Badan Pembinaan Hukum Tentara
~Nasional Indonesia yang disebut Babinkum
TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam

‘menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM )

dilingkungan TNI, pembinaan penyelengg
Oditurat, dan Pemasyarakatan Milit

tentang Susunan Organisa;
Indonesia jo Pasal 2 Kep
Nomor Kep/24/VI1il/2
2005 tentang Pokok
Prosedur Badan Peil
Nasional Indonesi
rumusan tugas
menyelenggarak
di lingkungan T
dengan pembinas

Pembinaaf
hubungannya dej
meliputi tiga asp
pembinaan lanjut
Pembinaan disipli
terhadap Prajurit Sig
Dasar (Permildas)
istilah lain sebagai$
Disiplin Prajurit (PDP), B
Militer (PPM), Peraturamy
Peraturan Dinas Garnizun (R
Urusan Dinas Dalam (PUDD)AE
bertujuan mempersiapkan Prajt
semula hidup dalam lingkungan kehid
yang serba bebas tanpa diikat oleh suat
disiplin harus dapat menyesuaikan dengan
lingkungan kehidupan militer yang keras dan
diikat dengan norma disiplin yang sangat ketat.
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) dengan tegas
menyatakan bahwa Prajurit Siswa tunduk pada
ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Pembinaan disiplin pada tingkat lanjutan
dilakukan terhadap Prajurit TNI sesuai fungsi,
tugas, dan tanggung jawab jabatan yang
diembannya melalui Uji Terampil Perorangan
(UTP), Uji Terampil Jabatan (UTJ), dan Uji Siap
Tempur (UST), sesuai siklus pembinaan yang

bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembinaan
disiplin lanjutan dilakukan dengan memantapkan
implementasi Permildas serta keterampilan
taktis dan teknis militer sesuai kualifikasi
kesenjataan dan kecabangan dalam rangka

' terellharanya kuahtas diSlp|Iﬂ yang t[nggl dan

bagl kesiapan Praj
p saat mampu

g A Prajurit
gonteks inilah,
bgflpa penahanan
Kkaan) menjadi penting
Kan efek jera bagi prajurit

TNI yang

Hukum Disiplin Militer merupakan norma
hukum yang selain bersifat mengatur juga
bersifat memaksa dalam bentuk pengaturan
sanksi secara gradual. Pengaturan sanksi yang
ringan berupa tindakan disiplin seperti lari,
push up, squat jump, merayap, mengguling,
merangkak, jungkir, dan lain sebagainya, dengan
tujuan selain mencegah agar pelanggaran tidak
dilakukan/diulangi lagi, juga untuk membina
ketahanan dan kemampuan fisik yang sesuai
dengan postur Prajurit TNI. Pengaturan sanksi
yang berat berupa hukuman disiplin yang terdiri
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Pentingnya Hukum Drsrplm Militer Ditinjats Darf ¥
_Aspek Pembinaan, Prajurit TNL(S ujaaggapan,\wwﬂ
Oleh: Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. - N

g atas: teguran, penahanan ringan paling lama 14 TNI telah dipisahkan dari Polri maka Hukum

(empat belas) hari, dan penahanan berat paling Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam
lama 21 (dua puluh satu) hari. Hukuman disiplin Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang
dikatagorikan sebagai sanksi yang berat karena Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata
menimbulkan akibat administratif, sedangkan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

penerapan tindakan disiplin tidak menimbulkan Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan
akibat administratif. - Negara Republik Indonesia Nomor
' Mengenai ketentuan hukuman disjpli  saat ini sudah tidak relevan
diatur keadaan khusus yang mej Bapngan aktual sehingga
- pemberatan hukuman yak yang menjadi
~ dalam keadaan bahaya; dala :
militer; dalam kesatuar ia Jefi
atau militer yang m um sesuai
pelanggaran disiplig’ ;
6 (enam) bulan g
disiplin. Hal den
pemenuhan sy
peraturan peruf
untuk dapat me
disiplin militer
sekaligus juga

lu diatur sebagai -
bentukan sua "

diberikan kewey
untuk melakuka
dan menjatuhka
pelaku pelanggaran:
kewenangan tersebuty
biasa tidak luput daR
perlindungan terhadap “k i panya mengikat
yang diduga melakukan pélg 2 gnengikat personel
perlu diwadahi melalui pengat
pengajuan keberatan. Keputusanmet
pengajuan keberatan dilakukan oleh A
Atasan dengan mempertimbangkan
alasan yang dikemukakan oleh
Terhukum dan Keputusan yang
telah ditetapkan oleh Ankum yang
menjatuhkan Hukuman Disiplin.
Dengan demikian asas keseimbangan
tetap terjamin dalam penerapan Hukum
Disiplin Militer di lingkungan TNI.
Setelah terjadi perubahan
signifikan terhadap organisasi
Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) dimana institusi

-dan:Undang
102 ’“fentan g
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; _Pennngnya Hukum Disiplin Militer Ditinfau Dari

" Aspek Ppmhrnaan Prajurit TNL(Suatu. Tanggapan)

: {Ofeh Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.

i

Selaras dengan perubahan organisasi TN, 7. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan

. terdapat beberapa hal krusial yang diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
- agar terakomodasikan dalam Rancangan 1997 telah mengatur bahwa pengajuan
~ Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer keberatan tingkat pertama selama 4 (empat)
sebagai berikut: hari dan untuk pengajuan keberatan tingkat
Penyebutan nama undang-undang diubah - kedua selama 2 (dua) hari, namun belum
“menjadi Undang-Undang tentang Huku p—_— i ketentuan mengenai penarikan
Disiplin Militer. : atan dan tenggang waktu
Istilah militer dalam Rancan ara yang diajukan
Undang tentang Hukum @naan hukuman
dimaknai sama dengan i a fu, dirumuskan
Anggota Tentara Nasi@ pengaturannya gan Undang-

telah dirumuskan ndang tentang : ili

yang lain. enjatuhan hukumar

3. Pengaturan dg
ditempatkan me
tentang Kete
Undang-Und,
akan ditempa
mengenai

4. Kewenangag
belum diaturi
26 Tahun 19
perlu dirum
Rancangan U
Disiplin Militer, ‘i
permohonan keb :

5. Kewenangan pem hukuman dlSlplIn ,
Ankum oleh Ankur Bintara, maupu ikan diruang
kelalaian dalam pem i
pelanggaran Hukum "B
diatur dalam Undang-Undang, No
Tahun 1997, sehingga kewenang; L@ mengenai penundukan
perlu dirumuskan pengaturannya de [awamaf Perang dan Militer Interniran
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum ang berada dalam kekuasaan dan
Disiplin Militer. pengawasan TNI.

6. Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran
Hukum Disiplin tidak murni, yang menurut Rancangan Undang-Undang tentang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, Hukum Disiplin Militer pada saat ini sedang
diserahkan oleh Pengadilan di lingkungan dalam pembahasan antara Pemerintah dan
Peradilan Militer kepada Ankum melalui DPR, cq. Komisi |. Sebagai bahan kajian
Papera, diubah pengaturannya dalam akademis berikut ini digambarkan pokok-
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum pokok perbandingan RUU Hukum Disiplin yang
Disiplin Militer sehingga langsung diserahkan diajukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai
oleh Pengadilan kepada Ankum tanpa berikut:

melalui Papera.
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Pentingnya Hukum DJSIpIIn Mititer Ditinfau Dan

_Aspek. Pembinaan.Prajurit. Jalu.Tanggap
Oleh: MayorJendera.f TNIS Supnyatna S.H., M. H

KONSEP DPR MASALAH KONSEP PEMERINTAH

RUU HUKUM DISIPLIN PRAJURIT Judul RUU HUKUM DISIPLIN MILITER
TENTARA NASIONAL INDONESIA

~ Prajurit TNI dan yang dipersamakan Subyek : Militer (Prajurit TNI) dan yang

- dengan Prajurit TNI (tidak termasuk B ipersamakan dengan militer
Tawanan Perang dan Militer awanan Perang dan
Interniran) B

Hanya menjangkau Prajuri Prajurit TNI dan
yang dipersamakan deng
Prajurit TNI; hanya m
kepentingan hukum

atau /us Constitutu

Penggunaan
istilah Praju
sebagaimana
sehingga sele

gtllah ‘Milit
asi dan har

disharmoni rumi
“Hukum Militer”
tercantum dalam B

angan sesuai
or12 Tah
termasuk P

Hukum Disiplin (pengatura
dan Hukum Administrasi (peBg
norma dan sanksi) sehingga
berimplikasi pada kekacauan rezim
hukum.

.. Materi Muatan fran norma

Mengatur hal-hal teknis (sifat materi Sifa Mengatur hal-hal umum (sifat
muatan dari peraturan pelaksanaan) materi muatan undang-undang)

Bersifat administratif sehingga tidak Sanksi Bersifat perampasan kemerdekaan
harus diatur dalam UU. (pembatasan hak asasi manusia)
berupa penahanan sehingga harus
diatur dengan UU, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945, Pasal 70 dan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan
Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM).
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~kepentingan disiplin militer pada
~ consitutum) sebagai kons

-:_.Pentmgnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari
Pembinaan.Prajurit TNI{Suatu.Tanggapan)

Oleh MayorJenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.

LT

_ Berdasarkan uraian di atas dapat

- disimpulkan bahwa Hukum Disiplin Militer sangat
penting dalam menjamin tegaknya sendi-sendi
- kehidupan Prajurit TNI. Rancangan Undang-

dapat terwujud, yakni Prajurit TNl yang
berdisiplin tinggi, berkemampuan profesional,
bermental baja dan pantang menyerah sehingga
meniscayakan untuk senantiasa disegani oleh
kawan dan ditakuti oleh lawan.

Undang tentang Hukum Disiplin Millter yapgmsee

baru diharapkan dapat mengakom

pemisahan TNI-Polri,
menjangkau kepentinga,
masa yang akan datangi{l
sekaligus sebagai up
enginering) guna dag

disimak amanat
Sudirman dalam

sendrinja
akan tetapi
tanpa disipl.
dan tentara.
dikesamping

tentara melang
Tentara untuk
kepada atasan
terbukalah tradisi ja
setiap atasan dan peme
Jang akan datang untuk
dan menegakkannya...."®

Oleh sebab itu diharapka

Rancangan Undang-Undang tentang Hukumiee

Disiplin Militer dapat ditetapkan menjadi undang-
undang. Dengan demikian melalui penerapan
Hukum Disiplin Militer yang telah ditetapkan
sebagai undang-undang, maka tampilan postur
Prajurit TNI yang Saptamargais diharapkan

8. Marjoto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara
Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi
Pasal, (Bogor: Penerbit Politeia, 1965), hal. 5.

ang Hukum Pidana
w-Komentarnya
Begor: Penerbit

N&ESIonal Indonesia (LN Tahun 2004
Nomor 127; TLN Nomor 4439).

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/
VI11/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang
Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional
Indonesia.
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